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Lembar Kerja Peserta Didik  

 

Mata pelajaran  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Kelas / Semester : Sepulu (X) / Gasal 

Kompetensi Dasar  : 4.3 Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

   4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

IPK : 4.3.1. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat. 

  4.3.2.   Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah 

  4.4.1.Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional 

pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Topik / Tema  : Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat  

dan Daerah    

Sub Topik / Tema : Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah 

Tujuan Pembelajaran  : a.  Menguraikan  kedudukan dan peran pemerintah  pusat  

  b. Mengidentifikasi hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut   

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945   

  c. Mengidentifikasi persolan-persoalan yang dihadapi masyarakat 

berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah  

  

Langkah Kegiatan:  

1. Pelajari handout pada pembelajaran PPKn  

2. Isilah Lembar Kerja perancangan pembelajaran yang tersedia 

3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 

4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain 

 

Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah 

A. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat 

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah 

presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan 

asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan 
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perundangundangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) 

fungsi.  

a. Fungsi Layanan (Servicing Function) 

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara 

tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam 

pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak 

sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan 

sebagainya.  

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)  

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi 

kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur 

kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan 

masyarakat. 

c. Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk 

mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini 

hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan 

keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. 

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan menjadi 

urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta 

norma. Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai 

berikut.  

a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.  

b. Dana perimbangan keuangan.  

c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. 

d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.  

e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.  

f. Konservasi dan standarisasi nasional. 

 

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah  

1. Kewenangan Pemerintah Daerah  

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah daerah provinsi. 

Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-

undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah 
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daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah 

tersebut. Tugas pembantuan (medebewind) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam 

menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban- 

 

kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya 

bercirikan tiga hal berikut.  

1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom.  

2) Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk 

menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan 

memungkinkan.  

3) Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.  

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan 

kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang 

dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam 

sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan 

secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. 

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota 

diantaranya meliputi beberapa hal berikut.  

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.  

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.  

5) Penanganan bidang kesehatan.  

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara 

luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan 
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evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga 

indikasi berikut.  

a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal 

maupun nasional.  

b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan 

merata. 

c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. 

2. Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) 

menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang 

yang dimaksud adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi 

Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY).  

3. Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah  

Perangkat daerah meliputi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah 

kabupaten/kota. Perangkat daerah provinsi terdiri dari secretariat daerah, secretariat DPRD, 

dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Adapun perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari 

secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 

desa atau kelurahan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan 

pendapat. Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas 

pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat 

kelengkapan lain yang diperlukan.  

5. Proses Pemilihan Kepala Daerah  

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu.  
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6. Peraturan Daerah (Perda)  

Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan 

tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda 

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

7. Keuangan Daerah  

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila 

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan 

yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya 

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah.  

 

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada 

daerah menjadi sumber keuangan daerah. 

 

Kerjakan Lembar Kerja Berikut! 

Untuk lebih memahami penguasaan materi tentang hubungan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, 

diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal berikut. 

1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fungsi 

pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Uraikan ketiga fungsi tesebut!  

2. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan masing-

masing. Identifikasikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah! 

3. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia sangat terkenal dengan budaya korupsinya yang 

sudah sangat kental. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka oknum pemerintah dapat 

dengan mudah melakukan korupsi dengan memanipulasi anggaran yang diberikan negara. 

Bagaimana menurut pendapat kalian berkenaan dengan hal tersebut?  

4. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri apa yang menjadi urusan rumah tangganya termasuk untuk memajukan 

potensi daerahnya.  Berdasarkan hal tersebut upaya apa yang dapat kita lakukan dalam ikut 

serta memajukan potensi daerah yang dimiliki?  

 

Kerjakan di Microsoft Word dengan ketentuan menggunakan jenis font Times new roman ukuran 

12, kemudian kumpulkan di Google classroom.  


